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BUPATI BANYTMAS,

— Menimbeng  © a. bahwa dengan telah ditetapkannyas  Permturan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Pemerintah Momar & Tabun 2003 weatang Pedoman
NOMOR 16 TAHUN 2004 Orgunisasi Perangkar Dacrah maka mgas pokok,

fungei, susunan organisas: dan lala kerja Dinas
Kesehatan dan Kesejphtzraan Sosial Kahvpaten
Banyumas serta Kantor Pesnberdayvaan Magynrakat
TENTANG Kabupaten Hamyumas sebagaimana dismer dalam
Feraturan Dacrah Nemor 23 Tahun 20000 tenibang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Betja

PEMBENTUKAN, SUSUNAMN ORGANISASI DAN TATAKERJA A E.:li;:h Da;emh Kabupaicn Barsumas sebagaimana
; TERAAN SOSIAL DAN RDAYAAN i ngan Peraturan Daerah  Kabupaien
DINAS KESEJAHT ‘ o e Hamumas Nomor & Tahun 2002 scria mgas pokok,
MASYARAKAI fungsi, susunan crgamisasi dan tata kerja Kantor

KARBUPATEN BANYUMAS Fernberdayaan Masyarakar Kabupaten Banyumas

szhagaimana diamr dalam Peraturan Daeralh Momor
24 Tahun 2000 tentany Pembentkan, Susunan
Cwganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Danyumas sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerali Knbupaien Bunyomas Nomer 10
Tahim 2002 sudah tidak scsuai lagi:



Mengingat

bahwa sehubungan denyan hul lersebut diatas, maka
perlu  ditetapkan  Perameran  Dacrah  Kabupaten
Banyumas tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan 'Tata Kerja Dinas Kesejahleraan
Sosial dan Pemberdayaan Masyarskat Kabupaten
Bamyumas.

Undangaumdang Nomor 13 Tahun 1950 lentang
Pembentukan Daerah-daemh  Kabupaten Dalam

Lingkunzan Propinsi Jama Tengah;

Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 teolang
Pemernniahan Daerah (Lembaran MNegara Tahun
1990 Nomor 60, Tembehan Lembaran Negara
Marmor 3B39):

Peraturen Pemerintah Moo 1 Talum 1994 tentang
Jahatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembarzn Mepaa Tahun 1994 Nomor 23,
Tamhahan Lembaran Megara Nomor 33471 '

Peraturan Peroerintah Momor 25 Tahun 2000
tentang Kewcnzngan Pemerimtah Pusal dan
Kewemangan Fropinsi sebagai Duerah Clomom
{(Lembaran Megara Tahun 2000 MNomor 34,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3952),

(=)

5. Peramran Pemerintah Nomor 8 Tabun 2003 tentang

Pedoman Organicasi Perangkat Dazrah (Lembaran
Megara Tahun 2003 Nemor 14 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262);

. Kepumsan Dersama Menteri  Pendayapumian

Aparatur Megara dan Menteri Dnlam  Megeri
Nomor: O1/SKB/M.PAN 142008 Nomor 17 Tahun
2003 tenfang Penmink Pelaksenzan  Peraturan
Pemeriniah Momar 3 Tahon 2003 entang Pedoman
Orgamisasi  Peranpkat Dacrsh den  Peraturan
Pemerintah Momor 9 Takun 2003 temtang
Wewenang Pemgangkalan, Pemindahan  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,;

Dengan persetnjuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DACRAH

KABUTATEN BANYUMAS

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAMN DACRAH TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISAST AN TATAKERIA DINAS
ECSIJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARARAT EABUPATEN BANYUMAS.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

[ralam Peratnran Dacmbhini yang dimaksud dengan

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Banywmas.

2. Pemerinmh Doerah ndalah Pemerinmh Kabopaten Bamyumas.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selinjumnya disehur
DPRD, adalah Dewnn Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapaten
Banyumas.

. Bupati adalah Bupali Bamyumas.

5 SBekretaris Taerah mdalah  Sekretaris  Daerah  Kabapaten
Banyumas,

6. Dhinas Kesejahteraan Sosial dan Peroberdavaan Masvarakat
adalall, Dinas Kesejabieraan Sosial dan  Pemberdavaan
Masvarakar Kabupatzn Banvumas.

7. Kepala Ihinaz adalah Kepala [inas Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masvarakatl Rabupaten Banyumas

B, Unit Pelaksana Teknic yang sclanjuinys discbut UPT adalah
pelaksans sebagian tigas  Dinas Kesejahteraan Sosial dan
Pembe rduyaan Masyarakat vang wilwah kerjanys dapat meliputi
lebih dari sau kecamatan,

4. Jabatan Fungsional adalah kededukan yang menunjukkin tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak scorang  Popmean Megeri
Sipil dalam Satuan Organizasi yang dalam pelaksanaan mgasmya
didasarkan pada keahlisn dan stan ketrampilan terientu seris
bersifat mandiri.

BAR I
PEMEBENTUEAN
Pasal 2

Dengan Peraturam Daerah ind dibentuk Tinas Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayann Masvarakat.

BAB II
EENUNITKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas Kesejahrersan Sosial den Pemberdavaan Masyarakar adalah unsor
pelaksana mgas ierenm Pemerintah Daerah, dipimpin olch seorang Kepala
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dopad melalud
Sekretariz Dacrah.

Pasal 4

{1y [hmas  Kesejahierasn Sosial dan Pemberdavaan  Masyarakat
mempanym  gas pokek melaksanakan kewenangan di bidang
ks b eraan sosinl dan peroberdayaan masyarakal,

(2] Unmk melaksanskan tugas pokok sebapsimana dimaksed dalam vl
(1), Dinas Kesejahrersan Sosial dan Pemberdavann Masyorakie
mempunval fungsi:



perumuysan kebijakan teknis i bidang kesepablenan sosal dan
pemberdaynan masyarakat;

penyusunan rencana dan program kerja dinas;
pelaksanaan  kebijakan  leknis, pemberan bimbingin,
pembinaan, pengawasan dan cvaluasi di bidang kescjahleraan

zomial dan pemberdayaan masyarakat;

pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayamnan vmwm o brdang
kesejahreraan sosial dan pemberdaysan masvarakat:

pelaksanaan inventanisasi, pendataan dan pemotakhiran data;

penyiapan dan pemberian informasi di bideng kessjahteroon
sosial dan pemberdayaan masvarakat;

pelaksanasn koordimes: dengan instansi pemerintah dan swasta,
pelaksanaan urusan ketatzusahaan dinas;
pembingan erhadap UET dalam lingkup (ugasnva,

pelakzanaan nigas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAR IV

SUSLINAN DRGANISASI

Pazal 5

01y Susunan Orpanisasi Dinas Kesejabiersan Sosial dan Pembendayaan
M asyarakat terdin dari:

2]

a.
b.

-
h

Kepala Dinas;

Bagian Tata Usaha, terdiri dari;

1. Sub Bagien Umum;

2.  Eub Eagien Kepangan dan Bina Program.

Bidang Pembinaan Kesejahieraain Sosial, terdiri deri:

1. Seksi Penpembanzan Potensi Kesejahieman, Sosil;

2. Beka Bambnngan Soszal.

Bilang Penanpyulanyan Masszlah Kesegshieraan Sosial, tendin

dari:

1. Sek:i Bantuan Bencana dan Kemisiinan;

2. Beksi Rehabilitasi Tuna Sosial.

Biding Pemberdavazn Kelembagaan dan Ekonomi Masyarakat,

terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Eelembagaan Masvarakot.

2. Rekz: Femberday:ian Ekonomi dan 'lhkmﬁmgi lepat Cuna

Baling Pemberdayaan  Perempuan, Keloarga, Lansia  dan

Perlindungan Anak, terdiri dari:

l. Seksi Pemberdayaan Perempuan;

2. Seksi Pemberdayaan Keluarpa, Lansia dan Perlindungan
Anak.

UPT;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan suspman orgamsasi Dinas  Kesejahieraan Sosial dan
Pemberdayasn Masyarakat sebagaimona tercantum dalam Lamparan,
merupakan bagian tak terpizahkcan dan Peraturan Daerah imi

7



BAB V
TATAKERJA
Paral 6

Kepala Dinas dalam melaksanakan tupasnya berdasarkan kebijakan umum
yang ditctaplan oleh Bupati,

Pasal 7

Dralarn roelaksanakan tugasiva, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,
Eepala Didang. Eepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Eepala UPT dan
Eelompok Jabatan Tungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
incegrazi, sinkronisasi dan simplifikest secara vertilsl dan horisontal baik
dalam lingkungan kKerja masing-masimg imaupun dengan onnl kerja laimma
sesual dengan upas pokoknya.

Pasal §

{1} Setiap pimpinan satan oreanisasi pada Dinas Kesejahteraan Sos:al
dan Pemberdayaan Masyarakat wijib mengkoordinasikan
bawzhannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinasn
thin pengraznsan dalam pelaksanaantugasmva .

(2} Setiap pimpinan saiuan organisasi pada Dinas Kesejahteraan Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat wajib mentaat peraturan perundang-
undangan vang berlaku dan bertang gung jawab kepada atasan masing-
muising serta menyampaikan laporn secam berkala,

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatskerja Kcpala Dinas, Bagian Tata
Usnha, Bidang, Sub Bagim, Seksi, UPT dan Kelompok labatan
Fungsional pada Dinas Kessjaleraan Sosial dan  Pemberdayunsn
Masyarakat akan diatur lebih lanjur dengan Kepatusan Bupali

BAR VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Svsunan Orpanisasi dan Tatakerja Dinaz Kesehatan dan
kesejaluzraan  Sosial sema Kamor Temberdavaan Masyarakat
Kabupaten Baryumas vang telah ada pada saar Peramwran Dasrah ind
berbaku, masil etapberlako smmpai dengan pengisian formasi jabatan
berdazarkan Peratisran Daerah imi dilaksanakan.

{2) Paling Lama dalam wakiu & (enam) bulan sejak berlakumya Peraturan
Deereh ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimabsod dalam
_Awat 1) haras sudah dilaksanakan,



BAR Y1
KETENTUAM LAIN-LAIN
Pasal 11

(1) Pembentukan, ugas pokok dan fungsi UFT diator lebib lanjut dengan
Kepulusan Bupati .

{2} Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi & bawah Kepala TPT yang
dipimpin olzh pejabat stroktural yang pembenmukan, mgas pokolk,
uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

BAE VIII
EETENTUAN PENUTLP
Pasal 12

Diengan berlakunya Perauran Daerah ini, maka ketenman pembentakan,
tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kesehatan dan
Kesejahieraan Sosiel sebagaimans dietur dalam Pesal 2 huref b dan Pasal 7
Peraturan Dzerah Kabhupaten Banyuma: Momor 9 Tabun 2002 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaien Banyumas Momor 23 Tibun 2000
tenang Pembenmbkan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah
Kabupaten Banywmas serta dalam Pasal 6 Peraturan Deerah Kabupalen
BHamyumas MNomor 23 Tihun 2000 tenmang  Pembentukan,  Snsunan
Organisasi dan Tam Eerja Dinas Dasrah Eabupaten Banyumas dan
ketenduan pemnbentukan, tugas pokok, fumps dan susunan orgamsas:
Eantor Pemberdayazn Masyarakat scbagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
(3 humul ¢ dan Pasal 20 Peczinran Daerab Kabapaten Banyomess Nomor 10
Tahun 2002 tertang Perubzhan Peramran Daerah Kabupaten Banyumas
Momor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susanan Organisasi dan Tia
Kerja Lembaga Teknis Dacrah Kabupaen Benyumas sena dalam Pasal 19
Perawuran Daerah Kabupaten Banyumas Momor 24 Tahun 2000 tentang
Pembentukan, Susanan Organises) dan Tata Berja Lembsga 'lekmis Dasrah
Eabuparen Bamyumas dimvatakan tidak berlakouo lagi.

1

Pasal 13
Peramuran Dacrahini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.
Agar sctiap omng dapat mengeahuinya, memeriniahkan pengundangan
Peraturan [uerah ini dengan pencmpatammys dalarn Lembaran Dacrah
Kabupeien Bamumas.

Dvitetaplam di Purwakerta

padatanggal 31 Mei 2004

BUPATI BANYUMAS
tid.

ARIS SETIONO

- Diundanghkan di Purvakerto

Pada Tanggal 1 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYTUMAS

1.
SINGGIH WIRANTO. SH.
NIF. 500.056.354

LEMEBARAN DAERAH KABUPATEM RANYUMAS NOMOR 153
SERID



BAGAN SUSUNAN ORGANISAS|

DNAS KESEJAHTERAAN SOSAL DAN PEMBERDATAAN MASTAR Larmpirss  Poraturan Cwensl Kalupsten Banyumas
KABUPATEN BANYUMAS pr AR Nomor 16 Tahun 2004
Tanggal 31 Ml 2004
KEPALA
KELOM=OK
JABATAN FLINGSICOMAL BA
I| ‘[ i, }' TATA USAHA
|—I-|4_l
SUB BAGLAN
SUBBAGAN || KEUANGAN &
BINA PROGRAN
I 1 . -
BIDANG BIDANG BIDANG ]
PEMEINAAN PENANGGLLANGAN PEMBERDAYRAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAH,
MASALAH KELUARGA, LANS &
HEBEJAHTERAAN S05IAL EXDONOMI MASYARAKAT ANAK
SEHSI Ks!
POTENS! KELENBAGAAM
[KESEJAHTERAAY SOSIAL] MASYARAKAT PEREMPUAN
BIMBINGAN o AEMABILITASI PEMEERDAYRAN PEMBERDAYAAN
$OSIAL TUMA S0SIAL EXONCSI & TEKMOLOGI HELUARGA, LANSLA &
TEPAT GURNA FERLHOUNGAN ANAK]
UNIT BUFPATI BANTUMA S
PELAKSANA
TEKMIS .

ARIS SETIONO




